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UUD 1945 menyatakan secara tegas, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum™. Kaidah ini
mengandung makna bahwa hukum di negaraini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelas
ketatanegaraan. Agar hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diperlukan institusi-institusi penegak hukum sebagai instrumen
penggeraknya.Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum dan sebagai
komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan pilar-pilar
negara hukum. Tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum, mengharuskan
terwujudnya supremasi hukum. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum
merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum. Secara universal diberikan kewenangan

mel aksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-
undang. Sebagai komponen dari salah satu elemen sistem hukum, Kejaksaan RI mempunyai posisi sentral
dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum. Posisi sentral dan peranan yang strategis ini,
karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan,
di samping sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Dalam upaya pengembalian kerugian
negara, K gaksaan telah mengupayakan suatu peradilan in absentia sepanjang diatur dalam peraturan
perundang-undangan, peradilan in absentia baru bisa dilakukan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi,
tujuan utama dari peradilan in absentia adalah supaya perkara yang sedang ditangani tidak berlarut-larut dan
memakan waktu lama dalam penyelesaiannya, dalam konteks ini supaya negaratidak terlalu dirugikan.
Permasalahan yang timbul adalah, apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya sebuah perkara tindak
pidana dapat digjukan secarain absentia? Apakah dengan dilakukannya peradilan in absentia, pihak

K gjaksaan dapat segera mengeksekusi putusan Pengadilan? Apakah upaya yang dilakukan oleh K gjaksaan
dalam hal pengembalian kerugian negara khususnya dalam kasus yang disidangkan secara in absentia?
Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan metode penelitian yang tepat untuk memecahkan pokok
permasal ahan dalam membuktikan kebenaran hipotesis. Penulis lebih menekankan pada penjelasan
mengenai pendekatan yang digunakan penulis terhadap pokok permasalahan yang diteliti, lebih berorientas
pada tujuan dan kegunaan. Oleh karenaitu pendekatan yang tepat yaitu pendekatan normatif ditunjang
dengan wawancara. Dalam metode pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan yang akan dilakukan dengan cara-cara antara lain wawancara tatap muka dengan responden dan
melakukan pengamatan langsung di |apangan.
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